
  

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 68 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 
NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 

Menimbang 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO 

TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

:a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 

28/KM.7/2020 Tanggal 18 Desember 2020 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan 

Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang V Tahun 

Anggaran 2020 dimana Provinsi Gorontalo mendapatakan alokasi 

tambahan anggaran insentif tenaga kesehatan sampai dengan bulan 

Desember tahun 2020 sebesar Rp308.545.461,00 (tiga ratus delapan 

juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu 

rupiah) sehingga terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 perlu 

diubah: 

bahwa terdapat pelampauan target pendapatan atas jasa pelayanan 

kesehatan pada BLUD RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi 

Gorontalo, sehingga terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 

49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 

2020 perlu diubah, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020,



Mengingat 5 ba Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279), 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322), 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung 

Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta 

Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6542: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
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Menetapkan 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020, 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang 

Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan 

Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah, 

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

105/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman 

Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 Tahun 2020 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan 

Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah: 

10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo 

Tahun 2006 Nomor 03 Seri E), 

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun 2020 Nomor 03), 

12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun 2020 Nomor 49), 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 49 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo 49 Tahun 

2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi 

Gorontalo Tahun 2020 Nomor 49), diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.844.850.499.904,54 bertambah 

sejumlah Rp40.465.412.359,00 sehingga menjadi 

Rp1.885.315.912.263,54 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan 

  

  

1. Semula Rp. 1.792.111.776.809,92 

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 6.976.502.734,00 

Jumlah Pendapatan setelah 

Perubahan Rp.1.799.088.279.543,92 

b. Belanja 

1. Semula Rp. 1.844.850.499.904,54 

2. Bertambah/ (berkurang) Rp. 40.465.412.359,00 

Jumlah Belanja setelah 

Perubahan Rp. 1.885.315.912.263,54 

Surplus/ (Defisit) 

Setelah Perubahan Rp. 190227,632.719,02) 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan 

a) Semula Rp. 62.738.723.094,62 

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 33.488.909.625,00 

Jumlah Penerimaan 

  

  

setelah perubahan Rp96.227.632.719,62 

2. Pengeluaran 

a) Semula Rp. 10.000.000.000,00 

b) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Pengeluaran 

setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan netto setelah 

perubahan Rp. 86.227.632.719,62 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

Setelah perubahan Rp. 0,00 
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2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 diubah menjadi sebagaimana dalam Lampiran III dan 

Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Gubernur ini. 

(2) Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara formal 

dan material terhadap dana hibah dan bantuan sosial yang 

diterimanya. 

(3) Dalam hal terdapat temuan penyimpangan peruntukan dana hibah 

dan bantuan sosial dari pihak yang berwenang maka penerima hibah 

dan bantuan sosial wajib bertanggungjawab sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan mengembalikan ke kas daerah. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalas 
pada tanggal 28 .&er 2020 
NGUBERNUR 

    

   
USLI HABIBIE     

Diundangkan di Gorontalo 
pada tanggal 28 Dese,ber - 2020 
SEKRETARIS D PROVINSI GORONTALO, 

DARDA DARABA 

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR ..68


